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PERJANJIAN LEASING SEWA GUNA USAHA

Nomor: [nomor perjanjian]
Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal bulan tahun], bertempat di [kota], yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PIHAK PERTAMA

Nama Perusahaan		: [nama perusahaan pembiayaan]
Alamat			: [alamat lengkap perusahaan pembiayaan]
Nomor Telepon		: [nomor telepon]
Email				: [email perusahaan]
Diwakili oleh			: [nama wakil perusahaan]
Jabatan			: [jabatan wakil perusahaan]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [nama perusahaan pembiayaan], selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.


II. PIHAK KEDUA

Nama			: [nama penyewa guna usaha]
Tempat/Tanggal Lahir	: [tempat, tanggal lahir]
Nomor Identitas		: [nomor KTP/Paspor]
Alamat			: [alamat lengkap]
Nomor Telepon		: [nomor telepon]
Email				: [email]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri atau [nama perusahaan, jika mewakili perusahaan], selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak. Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perusahaan pembiayaan yang menyediakan fasilitas pembiayaan dalam bentuk leasing atau sewa guna usaha.

2. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud menggunakan objek leasing berupa [jenis barang, misalnya alat berat/kendaraan/mesin] dengan skema pembayaran secara berkala.

3. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia membiayai pengadaan objek leasing tersebut untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Leasing dengan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1 
OBJEK LEASING

1. PIHAK PERTAMA sepakat untuk menyediakan fasilitas leasing kepada PIHAK KEDUA atas objek sebagai berikut:

   Jenis Barang		: [jenis barang]
   Merek/Tipe		: [merek dan tipe]
   Nomor Seri/Rangka	: [nomor seri atau nomor rangka]
   Nomor Mesin		: [nomor mesin, jika ada]
   Tahun Pembuatan		: [tahun pembuatan]
   Kondisi Barang		: [baru/bekas]
   Nilai Barang		: Rp[nilai barang]
   Nama Pemasok		: [nama pemasok atau penjual]

2. PIHAK KEDUA menyatakan telah mengetahui, memeriksa, dan menyetujui spesifikasi, kondisi, serta kegunaan objek leasing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

3. Objek leasing hanya dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan [tujuan penggunaan barang] dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum.


PASAL 2 
JANGKA WAKTU LEASING

1. Jangka waktu leasing dalam perjanjian ini adalah selama [jumlah bulan/tahun], terhitung sejak tanggal [tanggal mulai] sampai dengan tanggal [tanggal berakhir].
2. Setelah jangka waktu leasing berakhir, penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.
3. Perpanjangan jangka waktu leasing hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Pihak.


PASAL 3
NILAI PEMBIAYAAN DAN ANGSURAN

1. Nilai pembiayaan atas objek leasing adalah sebesar Rp[nilai pembiayaan].
2. PIHAK KEDUA wajib membayar angsuran kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp[nilai angsuran] setiap bulan.
3. Pembayaran angsuran dilakukan paling lambat setiap tanggal [tanggal jatuh tempo] setiap bulannya.
4. Pembayaran dilakukan melalui rekening PIHAK PERTAMA sebagai berikut:


   Nama Bank		: [nama bank]
   Nomor Rekening		: [nomor rekening]
   Atas Nama			: [nama pemilik rekening]

5. Biaya administrasi, biaya transfer, pajak, denda, atau biaya lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.


PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran angsuran dari PIHAK KEDUA sesuai jadwal yang telah disepakati.
2. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan atau meminta informasi mengenai keberadaan, kondisi, dan penggunaan objek leasing secara wajar.
3. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan fasilitas pembiayaan atas objek leasing sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.
4. PIHAK PERTAMA berhak mengambil tindakan yang diperlukan apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.


PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak menggunakan objek leasing selama masa perjanjian berlangsung sepanjang memenuhi seluruh kewajibannya.
2. PIHAK KEDUA wajib membayar angsuran secara tepat waktu sesuai nilai dan jadwal pembayaran yang telah disepakati.
3. PIHAK KEDUA wajib menjaga, merawat, dan menggunakan objek leasing dengan itikad baik.
4. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menjual, mengalihkan, menyewakan kembali, menjaminkan, atau memindahtangankan objek leasing kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan, kehilangan, penyitaan, kecelakaan, atau peristiwa lain yang memengaruhi objek leasing.


PASAL 6
KEPEMILIKAN OBJEK LEASING

1. Selama masa leasing berlangsung dan selama seluruh kewajiban PIHAK KEDUA belum dipenuhi, objek leasing tetap menjadi milik PIHAK PERTAMA atau pihak yang secara hukum berhak atas objek tersebut.
2. PIHAK KEDUA hanya memiliki hak untuk menggunakan objek leasing sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.
3. Apabila dalam perjanjian ini disepakati adanya opsi kepemilikan, maka peralihan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah seluruh kewajiban PIHAK KEDUA dinyatakan lunas oleh PIHAK PERTAMA.
4. Peralihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dituangkan dalam dokumen tersendiri atau berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Para Pihak.



PASAL 7
PERAWATAN, ASURANSI, DAN RISIKO

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas perawatan, pemeliharaan, dan penggunaan objek leasing selama masa perjanjian berlangsung.
2. Segala risiko kerusakan, kehilangan, kecelakaan, atau penurunan nilai objek leasing akibat kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Apabila diperlukan, PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan objek leasing pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
4. Biaya asuransi, perpanjangan dokumen, perawatan berkala, perbaikan, dan biaya operasional lainnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali disepakati lain secara tertulis.


PASAL 8
DENDA KETERLAMBATAN

1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat melakukan pembayaran angsuran, PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar Rp[nilai denda] atau [persentase denda] dari jumlah pembayaran yang terlambat.
2. Denda keterlambatan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran diterima secara efektif oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pengenaan denda tidak menghapus kewajiban PIHAK KEDUA untuk membayar angsuran pokok dan kewajiban lain yang masih terutang.


PASAL 9
KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PIHAK KEDUA dianggap lalai apabila:
A. Tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati.
B. Menggunakan objek leasing tidak sesuai peruntukan.
C. Mengalihkan, menjual, menyewakan kembali, atau menjaminkan objek leasing tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
D. Memberikan data, dokumen, atau keterangan yang tidak benar kepada PIHAK PERTAMA.
E. Melanggar ketentuan lain dalam perjanjian ini.

2. Apabila PIHAK KEDUA lalai, PIHAK PERTAMA berhak memberikan surat peringatan kepada PIHAK KEDUA.
3. Apabila setelah diberikan surat peringatan PIHAK KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya, PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri perjanjian ini dan mengambil kembali objek leasing sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Pengakhiran perjanjian tidak menghapus kewajiban PIHAK KEDUA untuk membayar seluruh kewajiban yang masih terutang kepada PIHAK PERTAMA.





PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan memaksa adalah peristiwa di luar kemampuan Para Pihak yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, antara lain bencana alam, kebakaran besar, perang, huru-hara, wabah, kebijakan pemerintah, atau peristiwa lain yang secara wajar tidak dapat dicegah.
2. Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat [jumlah hari] hari kalender sejak terjadinya keadaan tersebut.
3. Para Pihak sepakat untuk bermusyawarah guna menentukan langkah penyelesaian yang wajar atas akibat dari keadaan memaksa tersebut.


PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu [jumlah hari] hari kalender, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui [Pengadilan Negeri/Arbitrase] di [kota].


PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum atau perjanjian tambahan yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
2. Addendum atau perjanjian tambahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam [jumlah rangkap] rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi perjanjian ini tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak mana pun.
















Demikian Perjanjian Leasing ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.



[kota], [tanggal bulan tahun]


PIHAK PERTAMA,	[nama perusahaan pembiayaan]	PIHAK KEDUA,	[nama penyewa guna usaha]
			(........................................)                                  	[nama wakil perusahaan]	[jabatan]				(........................................)                                  	[nama pihak kedua]	[jabatan]




SAKSI-SAKSI

Saksi 1	Saksi 2
			(........................................)                                  	[nama saksi 1]				(........................................)                                  	[nama saksi 1]
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